
 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TABALONG 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS  

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG 

NOMOR 8 TAHUN 2026  

TENTANG 

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG 

TAHUN 2026 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses 

informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum dipandang perlu menetapkan Prosedur 

Standar Operasional (Standard Operational 

Procedure/SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU 

Kabupaten/Kota, maka untuk itu Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Tabalong menetapkan Standar 

Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Tabalong tentang Prosedur Standar Operasional 

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Tabalong; 

S A L I N A N 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6863); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 82); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2015tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 456); 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan 

Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, dan Susunan, Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 826); 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi 

Pemilihan Umum; 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  

Nomor 674/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang 

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman 
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Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TABALONG TENTANG PROSEDUR 

STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026. 

KESATU : Prosedur Standar Operasioanl (Standard Operational 

Procedure/SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini, yang mencakup; 

a) Prosedur Standar Operasional Penyusunan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Tabalong; 

b) Prosedur Standar Operasional Penyusunan 

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Tabalong; 

c) Prosedur Standar Operasional Pengunggahan 

Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Tabalong. 
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KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, 

dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 

akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya. 

 

Ditetapkan di Tabalong  

Pada tanggal 3 Januari 2026 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TABALONG 

Ttd. 

NANANG ISNAINI 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TABALONG 

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, 

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat 

 

Gusti Hafidz Rachman 

 

 

 

 

 


